
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.168, 2018 KEMEN-ESDM. Tata Kelola Pengawasan Intern. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

      NOMOR  3 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, perlu penguatan peran dan fungsi 

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh 

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah; 

b. bahwa pelaksanaan pengawasan intern oleh 

Inspektorat Jenderal harus dilaksanakan berdasarkan 

prinsip umum di bidang pengawasan yang 

dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan terarah; 

c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

organisasi sehingga perlu diganti; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral tentang Tata Kelola Pengawasan Intern 

di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 289); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi 

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

224); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 992); 

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

782); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 

Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan 
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Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 628); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER 

DAYA MINERAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.  

2. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur 

yang dilaksanakan oleh manajemen untuk 

menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan 

memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian 

tujuannya.  

3. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk 

mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan 

mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tujuan organisasi.  

4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
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efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan.  

5. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, 

Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan 

di lingkungan Kementerian termasuk Sekretariat 

Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur 

Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

6. Auditi adalah Unit Organisasi, unit kerja, satuan kerja, 

orang atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu 

suatu entitas sebagai obyek pelaksanaan Pengawasan 

Intern oleh Inspektorat Jenderal. 

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah 

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 

Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah. 

8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang 

selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

10. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat 

APH adalah lembaga atau badan yang mendapat 

wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum 

berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. 

11. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang energi dan sumber daya mineral untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 
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